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BUPATI YAHUKIMO 
PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO 
NOMOR :       TAHUN 2021 

 
TENTANG 

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH (US) DAN  
ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM (AKM) TINGKAT SMP 

TAHUN 2021 
 

Menimbang :  a.  bahwa sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya 
praktik belajar-mengajar yang menumbuhkan daya nalar 
dan karakter peserta didik secara utuh ; 

  b. bahwa untuk mendorong praktik belajar-mengajar 
sebagimana dimaksud dalam huruf a, satuan pendidikan 
diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam 
menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada 
peserta didik; 

  c. bahwa pegaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh 
satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh 
pemerintah pusat belum dapat mengakomodir kebutuhan 
hukum di masyarakat, sehingga pelaksanaan Ujian Akhir 
dan Kelulusan siswa sepenuhnya kewenangan Satuan 
pendidikan masing-masing dengan mengedepankan 
kaidah-kaidah transparansi dan objektifitas dalam 
penilaian akhir peserta didik ; 

  d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut 
huruf a, huruf b dan c, perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Yahukimo. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat  ( 
Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 ); 

  2. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang 
Otonomi  Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah 
denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4684 ); 
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   3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, 
Kabupaten Sorong  Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan 
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 29); 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 
nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4301); 

   5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana 
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

 6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 
tahun 2005 Tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan; 

 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 
Negara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157 ); 
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10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 
2006 tentang   Standar Kompetensi Kelulusan untuk 
satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897); 

  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang 
diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; 

    15.  Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 
2021 Nomor 1); 

16.  Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021( Berita 
Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2). 

 

Memperhatikan  : 1.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia   Nomor 43 tahun 2019 Tanggal 10 Desember 
2019 yang ditetapkan Oleh Mendikbud Nadiem Anwar 
Makarim tentang Penyelenggaraan Ujian yang 
diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian 
Nasional. 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM) tingkat Sekolah Menegah Pertama Tahun 
2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan 
ini; 

KEDUA : Panitia sebagimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini 

mempunyai Tugas : 

1. Melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan SK yang telah 

di tetapkan oleh Bupati   Yahukimo; 

2. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

Kegiatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Tahun 

2021; 

3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Yahukimo. 
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KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan 

Tahun Anggaran 2021. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan. 

   Dikeluarkan di : Sumohai 
   Pada Tanggal  :  

BUPATI YAHUKIMO, 

         

 

         DIDIMUS YAHULI 

 

 


